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ABSTRAK

Krisis ekonomi Yunani 2009 mengakibatkan efek domino bagi sebagian besar negara, tak terkecuali bagi Inggris sebagai pemegang poundsterling, mata uang terkuat selama ini. European Union (EU) dan International Monetary Fund (IMF) memberikan bantuan dana melalui pinjaman dari negara-negara di dalam maupun luar EU. Menariknya, Inggris sebagai anggota IMF dan EU yang sebelumnya sering memberikan dan mendapatkan bantuan, justru mengeluarkan kebijakan luar negeri non bail out meski turut terkena dampak krisis. Kebijakan luar negeri tersebut diperkuat dengan kebijakan fiskal makroprudensial infrastruktur yang bersifat self minded dan euroskeptis, sebuah persepsi yang diartikulasi oleh dua partai politik besar Inggris. Dengan menggunakan Teori Masyarakat Resiko, Politik Birokrasi serta Keynesianisme, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran partai politik dalam membentuk opini publik euroskeptis yang mempengaruhi tingkat rasionalitas Cameron dalam merumuskan kebijakan yang mendahulukan kepentingan nasional daripada regional pada tahun 2009-2012.
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Latar Belakang Krisis Yunani
Perubahan sistem pemerintahan Yunani tahun 1974 dari junta militer menjadi sosialis memaksanya melakukan hutang guna memenuhi kebutuhan sosial seperti subsidi, dana pensiun, gaji pegawai negeri sipil dan lainnya (http://m.koran-jakarta.com/?id=84770danmode_beritadetail=1). Hingga ketika Yunani didaulat menjadi tuan rumah pesta olahraga dunia tahun 2004 dan melakukan rekonstruksi infrastruktur bandar udara internasional serta stadium di Athena \menyambut perhelatan akbar tersebut. Anggaran bandara semula sebesar US$ 5,85 milyar pada eksekusinya membengkak dua kali lipat (http://www.telegraph.co.uk/news/world/news/europe/greece/7646320/Greece-why-did-its-economy-fall-so-hard.html), sementara dana pembangunan stadium membengkak tiga kali lipat mencapai US$ 303 juta, menyebabkan defisit sehingga hutang-hutang Yunani melampaui 6,6% GDPnya (Thomas White Global Investing, 2010, 10). Yunani semakin tergoncang ketika tahun 2007 terjadi kegagalan pembayaran kredit perumahan (subprime mortgage default)
 di Amerika Serikat (AS) yang mengakibatkan struktur produk pasar uang seperti jaminan obligasi
 hutang atau investasi kolektif menjadi bermasalah. Ini berimbas pada pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan sehingga tingkat pengangguran meninggi sementara jumlah konsumen dan investor di AS menurun (Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Jakarta, 2009, 3).

Negara-negara di Asia seperti Jepang, Korea, Cina, Singapura, Hongkong, Malaysia, Thailand dan Indonesia yang memiliki surat berharga perusahaan-perusahaan AS menuai efek domino. IMF melansir pertumbuhan ekonomi negatif untuk AS dalam persen (-0,7), empat negara di Eropa (-0,5) dan Inggris (-1,3) pada tahun 2008-2009. Sementara Jepang (-0,2), Cina (-3,4) serta India (-3,0) mengalami penurunan sejak 2007-2009 (Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Jakarta, 2009, 4). Bahkan di Inggris, Bank Northern Rock, bank pertama Inggris yang beroperasi selama lebih dari satu abad, mengeluarkan banyak biaya untuk menutup kerugian pinjaman kredit perumahan. Nasabah melakukan penarikan dana besar-besaran karena kurensi poundsterling lemah terhadap dollar (Hutton. 2010, 9). Ini berujung pada nasionalisasi bank tersebut dan beberapa bank lainnya sebagai bagian dari program rekapitalisasi (http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7007076.stm).
Pada pertengahan 2008, negara-negara tersebut mampu bangkit dari resesi. Sayangnya Yunani tidak, justru dua sektor ekonomi utama Yunani yaitu pariwisata dan perkapalan mengalami defisit pendapatan hingga 15% (http://m.koran-jakarta.com/?id=84770danmode_beritadetail=1). Ini disebabkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Yunani menurun, padahal 20% sektor perekononomian Yunani berasal dari industri jasa seperti pariwisata (White, 2010). Setelah bertahun-tahun mengalami pailit, hutang Yunani melebihi 160% GDPnya, mengakibatkan IHSG anjlok dari 2,971 ke 2,514. Defisit keuangan pun kembali meningkat dari 7,7% di tahun 2008 menjadi 12, 7% di tahun 2009 (Rossi dan Aguilera 2010, 4).
Pemerintah Yunani memperparah situasi tersebut dengan memanipulasi jumlah hutang dan data statistik ekonomi makronya melalui Goldman Sachs dan beberapa bank investasi lain (http://m.koran-jakarta.com/?id=84770danmode_beritadetail=1). Pada Mei 2010 Yunani kembali mengalami defisit hingga 13,6%, salah satu penyebab utamanya ialah penggelapan pajak yang merugikan negara hingga US$ 20 milyar per tahun. Sehingga Moody’s, lembaga pemeringkat hutang menetapkan rating hutang Yunani di level terendah. 
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Tabel 1. Peringkat Hutang Pemerintah Eropa per 8 Oktober 2011

Sumber: Kompas. “Internasional,” 12 Agustus 2011, 10.

Yunani menerima bail out pertama pada Mei 2010 sebesar US$ 143 milyar dan bail out kedua senilai US$ 169 milyar pada Oktober 2011 (http://www.bbc.co.uk/newsbeat/19727017) dengan syarat peningkatan pajak, pemotongan gaji pegawai, uang pensiun, layanan kesehatan dan anggaran pertahanan hingga US$ 4,29 milyar (http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/02/120220_greecerescEU.shtml), serta menaikkan standar pensiun di umur 67 tahun (http://www.bbc.co.uk/newsbeat/19727017). Referendum Perdana Menteri Yunani, George Papandreou ini segera disambut unjuk rasa di Athena. 
Pada 9 Juli 2012, Direktur IMF, Christine Lagarde berkunjung ke negara-negara di luar maupun dalam zona euro
  untuk mengumpulkan bantuan dana. Hasilnya, beberapa negara seperti Indonesia bersedia menyumbangkan US$ 1 milyar (http://bisniskeuangan.KompasOnline/read/2012/07/17/02250574/IMF.dan.Malapraktik.Diplomasi). Cina US$ 43 milyar (http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/06/120619_cina_imf.shtml), AS US$ 320 milyar, Rusia, Brasil, India masing-masing US$ 10 milyar (http://m.skalanews.com/baca/news/3/0/109995/internasional/imf-tekan-kanselir-inggris-untuk-beri-tambahan-pinjaman.html), Afrika Selatan US$ 2 milyar (http://dunia.news.viva.co.id/news/read/327314-6-negara-berkembang-tambah-sumbangan-ke-imf), Jepang US$ 60 milyar, Arab Saudi US$ 15 milyar, Swedia US$ 10 milyar, Norwegia US$ 9,3 milyar, Polandia US$ 8 milyar, Denmark US$ 5,3 milyar, Swiss US$ 10 milyar, Korea Utara US$ 15 milyar, Inggris US$ 15 milyar, Australia US$ 7 milyar, Singapura US$ 4 milyar, Republik Checnya US$ 1,95 milyar (http://m.inilah.com/read/detail/1853335/hentikan-krisis-g20-suntik-dana-talangan-ke-imf). Bahkan 17 negara zona euro berkomitmen meningkatkan dana pinjaman sebesar US$ 260 milyar (http://www.investor.co.id/home/inggris-tolak-berkontribusi-untuk-penyelamatan-zona-euro/26636).
Menjadi menarik ketika Inggris tidak memanifestasikan komitmen sumbangan US$ 15 milyar tersebut dan menjadi satu-satunya negara yang menolak meningkatkan sumber dana IMF meski Inggris juga terkena dampak krisis. Padahal ketika krisis 2007, Inggris menerima bail out (Hutton, 2010, 7). Sebuah paradoks bagaimana Inggris tidak melakukan tindakan semestinya. Perdana Menteri Inggris, David Cameron menolak mentah-mentah rencana para pemimpin EU untuk membantu perekonomian Yunani dalam KTT di Brussel 9http://news.liputan6.com/read/340402/inggris_tolak_bantu_yunani). Bahkan Menteri Keuangan Inggris, George Osborne, memberikan pernyataan:
“The challenges ahead of us are now complex. We face competing pressures – market pressures on indebted sovereigns, continued banking instability, the ongoing crisis in the eurozone and persistent imbalances in global demand. These challenges require a comprehensive policy response with IMF members taking different actions, depending on their own domestic economic and financial situation”. (George Osborne, 2011, 1)

Tabel 2. Sikap Inggris Terhadap Pemberian Bail Out kepada Eropa
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Sumber: Rickard, 2012
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Langkah Cameron ini dipengaruhi oleh tekanan partai politik besar yang membentuk pandangan euroskeptis. Sudah sejak lama Partai Konservatif menginginkan penarikan diri Inggris dari EU dalam referendum (Harmsen dan Spiering, 2005, 31-32). Partai Buruh juga berpandangan pro Uni Persemakmuran dan anti Eropa (Gower dan Thomson, n.d., 80). Dari polling di samping diperoleh gambaran bahwa lebih dari 50% masyarakat Inggris tidak mendukung segala tindakan atas nama EU. Terlebih lagi jika itu menyangkut situasi yang mengancam negara seperti krisis ekonomi. 
Peran partai politik di Inggris telah nampak semenjak suksesi Inggris untuk masuk ke dalam EU. Inggris menjadi negara liberalis terutama ketika pemerintahan Perdana Menteri Margareth Tatcher tahun 1979 (Rosamond, 2007, 57) sementara negara-negara Barat lain berkiblat neoliberal dengan ciri integrasi regional,
 serta masifnya perdagangan dan investasi (Jackson dan Sorensen, 1999, 63). Robert Keohane dan Joseph Nye mengembangkan pemikiran tersebut dengan interdependensi kompleks yang menggambarkan hubungan antara masyarakat, pemerintah, perusahaan transnasional dan bisnis dimana militer tidak mendominasi agenda dan instrumen kebijakan luar negeri (Keohane, 1989) dan (Nye, 1977, 25). Dengan masuknya Inggris ke dalam EU dan IMF melalui suksesi partai politik saat itu, seharusnya tercipta interdependensi kompleks, dimana negara saling bergantung satu sama lain dalam aspek sosial, politik terutama ekonomi ketika menghadapi krisis. Namun faktanya Partai Konservatif dan Buruh menyatakan telah menutup kemungkinan untuk membantu Yunani.

Kerangka Pemikiran

Ketidakmampuan bank, lembaga keuangan dan perusahaan swasta mencegah krisis Yunani yang menjalar ke Eropa menggambarkan malfungsi dari liberalisme dan neoliberalisme. Liberalisme menginginkan kebebasan seluas mungkin bagi pasar, sebaliknya neoliberalisme menginginkan intervensi pemerintah dalam beberapa hal untuk membantu pasar ketika terjadi krisis (Thorsen dan Lie, n.d., 2-3). Namun kebebasan yang diberikan kepada invisible hand justru berakhir dengan bangkrutnya bank-bank sentral maupun swasta di AS, Eropa dan Inggris. Sementara neoliberalisme gagal menjelaskan peran institusi regional seperti EU dan IMF dalam mengatasi krisis di kawasan. Kegagalan ini menjadi pelajaran bagi pemerintahan Inggris dalam meregulasi kebijakan ekonomi makro dan mikro, domestik maupun luar negerinya sebab kedudukan poundsterling sebagai mata uang tertua dan tertinggi nilainya telah goyah, bahkan sektor-sektor riil Inggris terancam bahaya (British Council, 2012). Karena perekonomian kondisi domestik bermasalah, masuk akal bila Inggris menolak memberikan bail out.

Menganalisa fenomena tersebut, peneliti menggunakan tiga teori. Teori pertama adalah Teori Masyarakat Resiko Ulrich Beck tahun 1992. Teori ini membahas potensi resiko disebabkan oleh suatu bencana yang mengakibatkan ketidakpastian dan terkonstruksi secara sosial melalui diskursus publik di Inggris. Ada relasi antara partai politik dengan pemerintahan dalam mengidentifikasi dan menilai sebuah resiko khususnya resiko politik (Beck, 1997). Terkait dengan pembentukan persepsi masyarakat, Beck menekankan kegunaan media untuk memperoleh informasi yang mengakibatkan negara menjadi sangat berhati-hati agar tidak merugi. Media berfungsi melakukan pengawasan kritis, membentuk konstruksi, kritik hingga tantangan sosial sebagai respon atas tindakan institusional yang dijalankan pemerintah Inggris (Beck, 1992, 22-23).
Teori kedua adalah Teori Politik Birokrasi Graham Allison tahun 1971. Allison memaparkan tiga hal penting dalam proses birokrasi antara lain rasionalitas aktor, proses organisasional dan model politik pemerintahan (Bendor dan Hammond, 1992, 301-319). Ada sembilan faktor utama yang mempengaruhi partai politik untuk mengambil suatu kebijakan, yaitu (1) tujuan negara. Partai politik akan terus berusaha mendukung negara Inggris memperoleh keamanan dan kepentingan nasionalnya sebagai tujuan prinsipil negara (Allison, 1971, 33); (2) waktu, yang membentuk karakter aktor-aktor rasionalnya melalui orientasi single-time-period. Maksudnya, Cameron menentukan jangka waktu implementasi kebijakan makroprudensial infrastruktur; (3) ketidakpastian, baik itu ketidakpastian tujuan dan kapabilitas negara-negara EU dan IMF mengatasi krisis yang membentuk pilihan-pilihan rasional Cameron; (4) variasi input, berupa informasi dan opini masyarakat; (5) aturan rekursif yaitu tendensi Inggris mengikuti bentuk aturan di masa lampau, ditandai dengan kebijakan Cameron yang hampir sama dengan Tatcher; (6) efek kombinasi, ini membatasi Inggris untuk perubahan-perubahan kebijakan dalam beberapa hal meski memungkinkan; (7) kemungkinan, probabilitas yang membuat Inggris memunculkan alternatif. Ini nampak dari alternatif fokus pada kebijakan fiskal di samping menjalankan kebijakan moneter; (8) hirarki prosedur, bahwa ada tata cara yang harus ditaati partai politik dalam pengambilan keputusan di Inggris; serta (9) seperangkat aturan-aturan yang menjadi garis besar kebijakan luar negeri Inggris (Bendor dan Hammond, 1992, 301-319).
Teori ketiga yaitu Teori Keynesian dari John Maynard Keynes tahun 1937 (Shaw, 1988, 1) yang berargumen bahwa regulasi perekonomian seutuhnya dalam otoritas negara daripada laissez-faire dalam hal penyediaan investasi agar perekonomian tidak kolaps. Pemerintah Inggris melakukan deregulasi kebijakan pendapatan untuk mencapai full employment. Caranya dengan investasi dalam bentuk infrastruktur yang dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja sehingga kapasitas negara memproduksi barang dan jumlah pemintaan serta konsumsi meningkat. Pada hakikatnya investasi dan konsumsi berjalan beriringan dengan pendapatan. Pendapatan yang diterima masyarakat dan dialokasikan untuk pembelian barang jasa, akan mempengaruhi tingkat GNP negara. Semakin tinggi GNP, semakin tinggi minat investor untuk berinvestasi dalam negara tersebut. Investasi nantinya akan diberlakukan dengan bunga. Di sini pemerintah kembali berperan menentukan apakah negara perlu berinvestasi atau menyimpan pendapatan yang diperoleh (Brown, 1995, 55-71). Negara juga perlu mengubah perusahaan-perusahaan nasional menjadi perusahaan milik swasta yang bersifat publik. Keynes menambahkan bahwa inflasi akibat krisis sesungguhnya bukan masalah ekonomi saja namun juga politik. Sehingga keterlibatan Inggris dalam IMF adalah penting bagi status ekonomi dan politik.
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Tabel 5. Sintesis Kerangka Berpikir oleh Peneliti
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Peran Partai Politik dalam Pembentukan Wacana Euroskeptis

Tiga partai politik besar Inggris yaitu Partai Konservatif
 yang diketuai Perdana Menteri David Cameron, Partai Liberal Demokrat
 oleh Wakil Perdana Menteri, Nick Clegg (partai koalisi
) dan Partai Buruh
 oleh Ed Milliband (oposisi). Krisis yang menjalar membuat partai-partai politik tersebut membentuk agenda-agenda yang dianggap dapat memperjuangkan kepentingan nasional Inggris daripada kepentingan regional. Wacana bahwa Inggris dan Eropa memiliki visi dan misi yang berbeda, menggiring sentimen ini pada apa yang disebut dengan euroskeptis (Rosamond, 2007, 48). Secara umum, definisi euroskeptis ialah pengkritis EU atau oposisi proses integrasi politik Eropa. Argumen utama euroskeptis yaitu integrasi Eropa dapat melemahkan negara bangsa (http://www.telegraph.co.uk/comment/3644012/Why-arent-we-shocked-by-a-corrupt-EU.html). 
Berbagai survey diadakan sepanjang tahun 2007 hingga 2012, menunjukkan jumlah masyarakat yang berpikir bahwa kepentingan negara mereka terepresentasi dengan baik di EU berada pada angka minoritas yaitu sebesar 42%, sementara 50% merasa EU kurang representatif (European Commission Report, 2012, 78). Mereka yang memandang EU dengan citra positif juga menurun dari dari 52% pada tahun 2007 menjadi 31% pada bulan Mei 2012. Ini berbanding dengan sebanyak 28% masyarakat yang memandang EU dengan citra negatif dan 39% yang memilih netral (naik dari 14% pada tahun 2007) (European Commission Report, 2012, 14). Inggris merupakan negara dengan tingkat kepercayaan terhadap EU terendah (16% percaya, 75% tidak) (European Commission Report, 2012, 49). Terjadi penurunan kepercayaan terhadap EU selama lima tahun terakhir dari angka 57% di tahun 2007 menjadi 31% pada tahun 2012 (European Commission,2012, 13). Tidak hanya masyarakat, Survey The Opinium atau Observer bahkan menemukan sentimen anti EU dalam tiga partai politik utama di Inggris yang nampak pada tabel di bawah ini,
Tabel III.3.1. Polling Euroskeptis Partai di Inggris Terkait Keanggotaan dalam EU


Sumber: Boffey dan Helm,  2012.
Tabel III.3.2. Polling Euroskeptis Tiga Partai Utama Inggris



Sumber: Boffey dan Helm,  2012.

Tabel III.3.3. Polling Masyarakat Inggris Terkait Keanggotaan Inggris dalam EU


Sumber: Boffey dan Helm,  2012.

Pada 23 Oktober 2011 Cameron melaksanakan referendum di Brussel untuk mengambil suara terkait keanggotaan Inggris di EU, tindakan ini didorong 66% rakyat Inggris dan 81 anggota Partai Konservatif (separuh dari wakil Konservatif di parlemen) yang menginginkan referendum. Dari referendum tersebut diperoleh 111 suara yang menyetujui keluarnya Inggris dari EU, sementara 483 menentang. Akhirnya kesepakatan yang dipilih adalah lebih mendahulukan renegosiasi keanggotaan dan bukan meninggalkan EU.


Euroskeptik seakan menjadi elemen signifikan dalam perpolitikan semenjak masuknya Inggris dalam EU. Tekanan semakin mendalam ketika Cameron memiliki veto atas pengeluaran EU, juga terjadinya penentangan kelompok Tory
 yang menuntut Cameron untuk lebih mengutamakan kepentingan Inggris daripada kepentingan EU. Jika Partai Buruh sebagai partai oposisi Partai Konservatif bersatu bersama para penentang, maka posisi Cameron semakin terancam.

Hubungan Partai Politik dengan Media dalam Membentuk Opini Publik

Partai politik membutuhkan peran media dalam membentuk opini publik. Sebab opini publik mengakomodasi suara masyarakat yang dapat dimanfaatkan guna mencapai kepentingan partai politik itu sendiri. Peneliti menemukan beberapa media yang melakukan media framing euroskeptis dan secara terang-terangan mengungkapkan hubungan dengan partai politik.
Tabel 6. Daftar Media, Pemberitaan dan Preferensi Partai Politik

	Nama Media
	Layout Berita (tanggal lansir)
	Kecenderungan
	Judul/ Bagian Berita
	Keterangan

	· The Daily Mail/ Mail Online

· The Daily Express.co.uk 
· The Daily Telegraph/ The Telegraph

	Kolom

(18/11/12)

Headline

(6/01/2013)

Kolom

(8/12/2012)
	euroskeptis

euroskeptis

euroskeptis
	Judul: 

More Than Half of Britons Would Vote to Leave EU as Miliband Admits that Eurosceptics can be Right

Judul: 

Daily Express Crussade: Get Us Out of Europe

Judul:

Owen Paterson: We Want Our Country Back From Europe


	Pendiri/Pemilik: Richard Desmond (warga negara Inggris)

Aktivitas Politik:

-Terkenal disegani oleh elit politik

- Mendukung Partai Konservatif dan Buruh

- Menyumbang £100.000 untuk Partai Buruh (http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3479581.stm)
Pendiri/ Pemilik: Arthur B. Sleigh/ David & Frederick Barclay

Aktivitas Politik:

- Mendukung Partai Konservatif dalam pemilu (MORI 2005.
- Halaman editorial yang khusus meliput Partai Konservatif (http://www.slate.com/articles/news_and_politics/letter_fromlondon/2006/10/paper_tiger.html)

· Mengeluarkan paper berjudul Torygraph (http://www.slate.com/articles/news_and_politics/letter_fromlondon/2006/10/paper_tiger.html
· Mendukung Blair dari Partai Buruh pada pemilu 2001 dan 2005



	The Sun 


	Kolom

(24/ 03/12)
	euroskeptis

“It remains fervently anti-Europe.”  
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/3654446.stm)
	Bagian Berita:

 PM David Cameron is under pressure from Eurosceptics to claw back powers, though this is opposed by his deputy Nick Clegg 
	Pendiri/ Pemilik: Rupert Murdoch (lahir di Australia, namun dinasionalisasikan sebagai warga AS)

Aktivitas Politik:

  - Mendukung Partai Konservatif dan Buruh, melalui pemberitaan suportif atas PM   Tatcher (Page, 2003, 253–419), Blair, Brown (http://www.guardian.co.uk/politics/2009/nov/12/gordon-brown-rupert-murdoch-misspelling) dan Cameron (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/5127284.stm).
- Membantu Wilson, Heath dan Major menang dalam pemilu tahun 1992(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/3654446.stm)
- Mengadakan beberapa kali pertemuan privat dengan Cameron dan pengangkatan editor News of The World (anak perusahaan The Sun) sebagai direktur komunikasi Partai Konservatif tahun 2007 atas permintaan Murdoch (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/5127284.stm)
- Rebekah Brooks yang merupakan mantan CEO Murdoch ditengarai memiliki relasi dengan Cameron (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/5127284.stm)


	The Guardian (The Guradian Weekly, The Observer) 
	
	moderat
	Judul: 

Eurozone debt crisis: the key charts you need to understand what's happening


	Pendiri/Pemilik: John Edward Taylor.

Aktivitas Politik:

-mendukung Liberal Demokrat pada pemilu 2010

-memiliki segmen acara yang dibentuk George Soros (ekonom yang disegani EU)

-pembaca Guardian mayoritas pemilih partai Buruh (International Socialism Spring, 2003)
- Para pembaca merupakan 48% pemilih Partai Buruh, 34% Pemilih Partai Liberal Demokrat (MORI, 2005).
- Tidak mendukung Partai Konservatif (http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/apr/30/the-liberal-moment-has-come).


	BBC.co.uk
	Kolom

(29/10/12)
	moderat
	Judul: 

Labour MP Gisela Stuart: UK Should Leave European Union
	Merupakan korporasi media yang dibentuk oleh negara. Belum ditemukan fakta atau pernyataan yang menunjukkan preferensi politik dari BBC.


Hakim Agung Levenson memberikan pernyataan yang menegaskan hubungan spesial antara media dan partai politik,
“Politicians of all parties had developed too close a relationship with the press in a way which has not been in the public interest. There have been too many times when, chasing the story, parts of the press have acted as if its own code, which it wrote, simply did not exist”. (Chapman, Chorley dan Robinson, 2012).
Leveson berencana membentuk badan baru yang independen yang lebih ketat meregulasi pers. Usulan ini ditolak oleh Cameron dan Miliband. Cameron menanggapi pernyataan Levenson bahwa,“That statutory regulation of the press was not necessary but the 'status quo is not an option'”(http://www.dailymail.co.uk/news/article-2240088/A-law-needed-stop-press-havoc-Lord-Leveson-calls-genuinely-independent-effective-watchdog-protect-innocent-members-public.html?ITO=socialnet-twitter-mailonlinedanns_mchannel=rssdanns_campaign=socialnet-twitter-mailonline). Milliband turut menambahkan, “The press must be able to hold the powerful, especially us politicians, to account without fear or favour. That is part of the character of our country”. Clegg juga secara terus terang menolak pembatasan kebebasan media tersebut dengan membuat pernyataan terpisah ke House of Commons, yang menyatakan, “Its impact is uniquely powerful. A free press in a democracy holds power to account but, with a few honourable exceptions, the UK press has not performed that vital role in the case of its own power.” Suara tidak setuju dari ketiga pemimpin partai besar itu meyakinkan Levenson akan adanya kolusi antara partai politik dan media. Hal tersebut didukung fakta bahwa Cameron memiliki relasi dekat dengan Rebekah Brooks dan Rupert Murdoch, para eksekutif Koran News International.

Pertentangan Internal dan Eksternal Partai Politik dalam Merumuskan Kebijakan Non Bail Out
Sejak 1945 hingga 2012, Partai Konservatif berkuasa selama kurang lebih dari 45 tahun sedangkan Partai Buruh 36 tahun. Sejak tahun 1945 pula, perpolitikan Inggris memasuki fase pertama yaitu fase konsensus (1945-1970), ditandai dengan strategi konsensus Partai Konservatif dan Buruh mengenai kebijakan domestik yang bertujuan memperkuat posisi Inggris dalam hubungan internasional. Keduanya sama-sama memiliki pandangan kebijakan ekonomi yang menginginkan peran signifikan negara sebagai welfare state dalam pengelolaan makroekonomi seperti Keynesian (Rosamond, 2007, 56). Di tahun 1951, kebijakan luar negeri Inggris tumpang tindih antara Kerajaan, Eropa dan AS. Winston Churchill, pemimpin Inggris kala perang sekaligus Perdana Menteri dari Partai Konservatif kala itu hanya mementingkan pemikiran imperial Inggris (yang baru ditinggalkan negara koloninya) untuk fokus mencari cara agar Inggris tetap menjadi penguasa dunia mengimbangi AS melalui penguatan militer daripada sekedar menjadi pemain kunci di EU (Kurniawati, 2012). Integrasi Eropa pun menjadi isu kurang menyenangkan apalagi ketika Perjanjian Roma menjadi pintu masuk intervensi yang lebih luas oleh EU dan menjadikan Inggris terlalu bergantung padanya.

Fase kedua disebut sebagai fase perantara (1970-1990), dimana pertentangan ideologi antara Partai Konservatif dan Buruh terasa lebih mendalam. Partai Konservatif melalui kebijakan Tatcher menjadi lebih liberal melalui privatisasi fasilitas publik, bertentangan dengan Partai Buruh yang menginginkan industri Inggris tetap menjadi milik negara dan digunakan demi kepentingan sosial (Rosamond, 2007, 57). Sayangnya ekonomi liberal Tatcher berubah haluan ketika partainya sendiri menekannya untuk membuka pasar lebih luas ke kawasan melalui penandatangan Single European Act 1987 yang berujung pada supranasionasionalisme dalam setiap kompetensi kebijakan sosial dan moneter Inggris. Euroskeptis mulai terakumulasi melalui maraknya pemberitaan media dan munculnya badan-badan yang menginginkan Inggris bebas seperti Partai Kemerdekaan Inggris (UKIP). Sentimen semakin meninggi ketika pemerintahan John Major dari Partai Konservatif meratifikasi Perjanjian Maastritch sebagai dokumen legal bergabungnya Inggris dengan EMU. Ini membawa Partai Konservatif turun dalam perolehan suara di tahun 1997 (Rosamond, 2007 60). Semenjak itu, Inggris yang selanjutnya di bawah pemerintahan Partai Buruh lebih konsern pada kebijakan-kebijakan pro domestik. Rosamond menyatakan bahwa “The economic preferences of the British state have always been global rather than inward or even European” (Rosamond, 2007, 49)

Ketika krisis 2009 di Yunani berdampak sistemik ke Inggris. Cameron dari Partai Konservatif berusaha menebus kesalahan dengan mengadopsi kebijakan populer yang diinginkan masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, Cameron bahkan mengadakan referendum, yang di luar dugaan menghimpun 56% suara menuntut Inggris meninggalkan EU. Cameron berusaha bersikap moderat dengan mengalihkan fokus pada usaha menghentikan rencana pemberian bail out oleh EU kepada Yunani. Bahkan Cameron menggunakan hak veto Inggris, yang tentu membuat para pejabat EU semakin ‘sakit hati’ terutama setelah referendum yang dilakukannya. Para pejabat EU dan diplomat berbalik bersikap antipati dengan tidak melibatkan Inggris dalam pembicaraan mengenai kelangsungan hukum dan finansial Eropa bersama 26 negara anggota EU lainnya (Harmsen dan Spiering, 2005).

Cameron yang merasa terancam akan kehilangan aliansi di EU berusaha ‘merayu’ Perancis, Jerman, Belanda, Swedia, Denmark dan Polandia, dengan menjelaskan bahwa alasan pemotongan dan pembekuan anggaran di EU akan menjadikan mereka sebagai good European (http://www.dailymail.co.uk/news/article-2234772/Under-PM-hits-phones-persuade-EU-leaders-Brussels-stop-picking-pockets-British-taxpayers.html). Pendekatan tersebut membuat masyarakat merasa Cameron telah mengingkari janji referendum. Publik merasa dibohongi dan Cameron bersama partainya mulai kehilangan pendukung. Melihat turunnya kepercayaan masyarakat, seorang anggota Partai Konservatif, Michael Davis, mengusulkan Cameron melakukan renegosiasi dengan EU, bahkan Cameron ditantang sebelum pemilu mendatang untuk memasukan referendum ini ke dalam undang-undang (mengingat pembagian kekuasan di Inggris sendiri belum tertulis dalam konstitusi) demi memenangkan kembali suara publik. Berbeda dengan Boris Johnson, juga seorang anggota Partai Konservatif, yang justru mengatakan bahwa Cameron harus kembali memveto tuntutan Komisi Eropa yang berencana menaikan pengeluaran untuk Yunani sebesar 5%. Di saat yang bersamaan, kritik dari Tory, oposisi Partai Buruh dan masyarakat berdatangan.
 Opini interal dari kabinet pada akhirnya membuat Cameron tertekan untuk bersikap pragmatis.
Tabel 7. Orientasi Keyakinan Opini Publik

Sumber: Powlick, 1991, 616-637

Ketiga partai politik tergolong aktor pragmatis, yang merasa opini publik berguna bagi suksesi perumusan kebijakan luar negeri Inggris, meski pada akhirnya opini publik tidak seratus persen diwujudnyatakan dengan keluarnya Inggris dari EU. Hal tersebut dilihat dari partisipasi ketiga partai dalam polling, serta usaha penolakan usulan penguatan badan regulasi Levenson. Teori Masyarakat Resiko dapat menjelaskan bagaimana partai politik dan media bekerja sama mengkonstruksi ketidakpastian krisis yang memunculkan resiko-resiko sosial dan politik bagi Inggris. Proses perumusan kebijakan melalui politik domestik di Inggris juga dilihat dari obyektivitas Cameron dalam melihat masalah bukan dari perspektif pribadi, melainkan konsensus partai. Meski dalam tekanan, Cameron pada akhirnya menyetujui dilaksanakannya referendum atas tuntutan separuh dari wakil Konservatif di parlemen. Pendekatan good European yang Cameron lakukan di Brussel juga menunjukkan keterbukaannya akan masukan dari masyarakat dan partainya untuk menggunakan veto serta menekan EU melakukan pengetatan dan pengurangan anggaran. 

Partai Buruh berusaha menjatuhkan kekuasaan Partai Konservatif untuk merebut hati masyarakat yang terlanjur kecewa dengan Cameron. Sebagai oposisi yang memiliki legitimasi dalam parlemen, Miliband terus menuntut Cameron melakukan reformasi dan pemotongan anggaran EU secara tunai, karena veto yang Cameron lakukan tidak dapat menekan anggaran secara berarti. Bahkan Miliband sempat menyampaikan pidato provokatif menyerukan bagaimana uang rakyat Inggris dibelanjakan di EU. Beliau mengatakan, "For more than three decades our membership of the European Union has seemed to be a settled question. Not any more.” yang bernada kepastian bahwa Inggris akan lepas dari EU (Ripley, n.d., 96). Lebih lanjut Miliband mengatakan,
“Many of our traditional allies in Europe clearly think that Britain is heading to the exit door, I will not allow our country to sleepwalk toward exit because it would be a betrayal of our national interest.We cannot afford to use up our energies and alliances on negotiations that will not deliver.” (Ripley, n.d., 96)

Cameron menjawab secara diplomatis bahwa konsern utama pemerintah Inggris saat ini tetap dalam skema penanganan krisis di internal Inggris sendiri, permasalahan mengenai keanggotaan di EU atau pun pengetatan anggaran EU hanya merupakan isu pendukung, namun bukan permasalahan utama yang krusial (Mulholland, 2012). Irving L. Janis menemukan tarik menarik kepentingan Partai Konservatif dan Buruh berfungsi mendorong penyesuaian dan konsensus dalam proses pembuatan keputusan. Sebagai tendensi berpikir kelompok, anggota-anggota partai bersatu padu mengambil andil dan berjuang demi kebulatan suara yang memotivasi mereka menjadi realistis dalam menentukan kebijakan.
Hak Prerogatif Inggris dalam IMF Terkait Perumusan Kebijakan Luar Negeri Non Bail Out

Lima negara dengan kuota, suara (IMF, 2013) dan kekuatan voting (http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/new052212a.htm) tertinggi dalam IMF (dalam persen) adalah AS dengan kuota 17,69, suara 16, 75, voting 421,961; Jepang dengan kuota 6,56, suara 6,23, voting 157,022; Jerman dengan kuota 6,12, suara 5, 81, voting 146,392; sementara Inggris dan Perancis sama-sama memiliki kuota 4,51, suara 4,29 dan kekuatan voting 108,122. Berdasarkan kepemilikan kuota, suara dan voting di atas, Inggris berkapabilitas untuk menolak dan memveto kebijakan IMF terkait pemberian bail out.

Paradoks kemudian nampak di saat Inggris membelot untuk tidak memberikan bail out kepada IMF, disusul dengan kebijakan luar negeri makroprudensial yang terkesan hanya peduli pada diri sendiri, akan tetapi Direktur IMF justru memberikan apresiasi atas usaha Inggris melakukan pelonggaran moneter dan  fiskal domestik yang terbukti dapat menutup kesenjangan output lebih cepat dan mengurangi risiko kerugian permanen. Adalah menarik untuk menganalisa fenomena tersebut dengan mengaitkan AS dan Inggris yang memang sejak dahulu memiliki kedekatan khusus. 

Hubungan Inggris dan AS

Hubungan Inggris dan AS memang tidak bisa dilepaskan dari romantisme Perang Dunia hingga Perang Dingin. Sebagai dua negara yang beraliansi kala Perang Dunia II, sama-sama negara penjajah, sama-sama memiliki ras dan bahasa serupa, juga dengan kesamaan kepentingan lainnya, AS sedikit banyak tentu memiliki pengaruh dalam alasan penolakan bail out Inggris untuk membantu Eropa. 

Ini nampak ketika selain memberikan, IMF juga berkeinginan meningkatkan jumlah dana bantuan bagi Eropa sebesar US$ 430 miliar setelah pemberian bail out pertama dan kedua. Banyak negara yang menolak rencana IMF tersebut, termasuk AS. Menurut Menteri Keuangan AS, Timothy Geithner, kesuksesan Eropa untuk mengatasi krisis tergantung pada usaha mereka sendiri, bukan IMF (http://www.bbc.co.uk/news/business-17804218). Sebenarnya sebagai pendukung lama dari IMF dan juga sesuai kesepakatan KTT G20 di Cannes, Inggris telah siap meningkatkan sumber daya IMF bersama negara-negara di dunia untuk membantu negara yang dalam kesulitan. Namun AS kala itu tidak ikut dalam kesepakatan dan mengingat kemampuan Washington dalam menghadapi krisis dengan kekuatannya sendiri, memotivasi Inggris melakukan terobosan dengan bersikap serupa terhadap krisis Eropa (http://www.investor.co.id/home/inggris-tolak-berkontribusi-untuk-penyelamatan-zona-euro/26636). Inggris menyatakan bahwa ECB harus bersikap layaknya lender of last resort
 seperti Inggris dan AS.

Peneliti juga menganalisis berita yang menyatakan bahwa Inggris memiliki preferensi mendukung Strauss-Kahn, mantan direktur IMF yang telah mundur dari kursi kepemimpinan dibandingkan Christine Lagarde, direktur pelaksana IMF asal Perancis yang tengah menjabat (http://internasional.Kompas Online/read/2011/05/16/15231344). Perlu kita ingat bahwa hubungan Inggris dan Perancis sejak pemerintahan Charles De Gaulle tidak pernah akrab. Jadi analisa ini dapat turut berperan sebagai faktor kebijakan luar negeri non bail out Inggris atas IMF. Yang mengejutkan adalah, AS menunjukkan preferensi yang sama terhadap Strauss-Kahn. Dengan jumlah kuota, suara dan kekuatan voting dan statusnya sebagai pemegang saham terbesar di IMF, AS yang terkesan menguasai lembaga tersebut seakan mempermudah Inggris melaksanakan kebijakannya.

Kesimpulan

Krisis Yunani yang terjadi di Eropa bermula dari tidak prudennya pemerintah dalam mengatur perekonomian, dan semakin diperparah oleh kegagalan sistem kredit perumahan di AS. Krisis ini berdampak sistemik dan menyebabkan efek domino ke banyak negara termasuk Inggris. Di saat IMF menghimpun balance of payment support untuk Yunani, Inggris tampil sebagai satu-satunya negara yang mengeluarkan kebijakan luar negeri non bail out. Pengambilan kebijakan luar negeri tersebut erat kaitannya dengan peran partai politik domestik dan oposisi yaitu Partai Konservatif dan Buruh yang merasa terancam (vulnerable) dan curiga (paranoid) akan resiko krisis terhadap stabilitas dalam negeri, juga ketidakmampuan Yunani untuk mengembalikan bail out sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Teori Masyarakat Resiko nampak ketika persepsi ini dituangkan ke dalam agenda politik yang bersikap resisten terhadap segala kebijakan atas nama EU. Salah satu agenda politik yang dijalankan Partai Konservatif dan Buruh ialah menggandeng media sebagai alat untuk menghimpun informasi dari luar dan mengakomodasi opini publik. The Daily Telegraph, Daily Mail dan The Sun merupakan media dengan keberpihakan pada kedua partai yang membentuk citra EU menjadi negatif. Masyarakat lebih memilih untuk percaya pada kekuatan nasional. Akumulasi sentimen dari partai politik dan masyarakat ini membuahkan pandangan euroskeptis yang menginginkan Inggris keluar dari EU. 

Partai Konservatif dan masyarakat menekan Cameron untuk mengadakan referendum membahas masalah keanggotaan Inggris, beberapa anggota parlemen memaksanya melakukan veto pada alokasi anggaran tambahan bail out EU, kelompok kepentingan Tory mengadakan pemberontakan menuntut supremasi kekuasaan negara, sementara Partai Buruh mendesak agar reformasi diberlakukan dan anggaran EU dipotong secara tunai. Situasi tersebut menunjukan bagaimana Teori Politik Birokrasi berperan dalam menekan dan mempengaruhi Cameron untuk bertindak rasional dan pragmatis dan mengeluarkan kebijakan yang tidak proponen terhadap neoliberal dalam interdependece complex.
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Tabel 3.


Polling Euroskeptisme


Sumber: Chorley & Shipman, 2012. 











Investasi





Privatisasi





Saving





Teori Keynesianisme menjelaskan tindakan kebijakan pemerintah Inggris dalam membenahi perekonomian domestik yang kemudian akan mempengaruhi perekonomian luar negerinya





Infrastruktur





Full employement





GDP





Alasan Ekonomi





Teori Keynesianisme








Kebijakan Makroprudensial Infrastruktur yang menekankan peran Pemerintah Inggris dalam mengatasi krisis





Alasan Budaya





Mempertahankan identitas kerajaan dalam Poundsterling dari supremasi EU; sentralitas kekuasaan bikameral, kesamaan ras dan bahasa dengan AS





Teori Politik Birokrasi menjelaskan bagaimana partai politik mempengaruhi Cameron melalui beberapa cara dan prosedur





Alasan Sosial





Tingginya pengangguran, chaos (London Riot)





Teori Politik Birokrasi





Alasan Politik





Beda kepentingan dengan Perancis dan EU, hak politik dalam EU dan IMF (veto, kuota, suara), aliansi dengan AS





Rasionalitas, Proses Organisasi dan Politik Pemerintahan


Bagaimana situasi, kondisi, kepentingan  partai politik membentuk rasionalitas pengambil keputusan untuk mengutamakan ekonomi nasional daripada kerjasama regional melalui kebijakan berwawasan domestik





Pragmatisme





Teori Masyarakat Resiko menjelaskan bagaimana partai politik merasa memberikan bail out terlalu beresiko baik secara politik maupun ekonomi





Teori Masyarakat Resiko








Persepsi Ancaman yang dirasakan masyarakat Inggris dan partai politik   yang berkembang menjadi euroskeptis. Nampak melalui polling dan media framing beberapa pers sayap kiri seperti The Daily Telegraph, The Daily Mail dan The Sun, dsb.








� Kebijakan penggelembungan harga perumahan di AS oleh Bank Sentral Amerika (the Fed) demi menjaga angka permintaan properti perumahan tetap tinggi, sehingga mengucurkan banyak kredit perumahan terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah tanpa kapasitas keuangan yang memadai. Akibatnya banyak kredit tak terbayar dalam jumlah besar dan merata. Bank kesulitan untuk membayar dan investor menarik dananya dari produk perbankan di saat harga masih tinggi sehingga memacetkan perputaran uang di pasar hipotik.


� Obligasi adalah surat yang berisi janji suatu perusahaan untuk membayar pemegangnya dengan pembayaran bunga secara periodik hingga batas waktu jatuh tempo pinjaman dan pembayaran jumlah uang yang telah ditentukan. 


� Zona Euro adalah kelompok negara-negara yang menggunakan euro sebagai mata uang nasional. Pembentukan zona euro terjadi pada tahun 1999 dengan jumlah awal 11 negara. Kemudian terjadi penambahan menjadi 17 anggota yakni Austria, Belgia, Siprus, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Luksemburg, Malta, Belanda, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol.


� Integrasi regional adalah rasa komunitas dimana masyarakat bersepakat bahwa konflik dan masalah dapat diselesaikan tanpa mengarah pada kekuatan fisik skala besar. Deutsch, K.W.  1975. Political Community and The North Atlantic Area. Princeton: Princeton University Press, hlm. 5.


� Sintesa kerangka pemikiran ini ditujukan untuk merangkum keseluruhan faktor yang turut mempengaruhi (namun tidak semua akan diteliti mendalam) yang akan terpapar dalam keempat bab agar pembahasan menjadi lebih kaya. Peneliti hanya fokus pada teori-teori yang menjelaskan bagaimana partai politik Inggris membentuk pandangan euroskeptik sehingga mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri non bail out kepada IMF untuk mengatasi krisis Yunani, melalui kebijakan makroprudensial infrastruktur sebagai manifestasinya.


� Tujuan Partai Konservatif: Inggris harus menjadi pemeran utama dalam perluasan Uni Eropa, menjaga agar tidak ada kekuasaan yang lebih besar untuk Parlemen Eropa di Brussel tanpa referendum, serta melindungi kedaulatan nasional Inggris. � HYPERLINK "http://www.conservatives.com/Policy/Where_we_stand/Europe_2.aspx" �http://www.conservatives.com/Policy/Where_we_stand/Europe_2.aspx� (diakses 6 Januari 2013)


� Tujuan Partai Liberal Demokrat: membangun dan menjaga masyarakat yang adil, bebas dan terbuka; menyeimbangkan nilai-nilai dasar kebebasan, kesetaraan dan masyarakat; membubarkan kekuasaan untuk mendorong keragaman dan menumbuhkan kreativitas. � HYPERLINK "http://www.libdems.org.uk/who_we_are.aspx" �http://www.libdems.org.uk/who_we_are.aspx� (diakses 6 Januari 2013)


� Partai Konservatif dan Liberal Demokrat membentuk koalisi sejak 10 Mei 2010. Tujuan koalisi adalah membangun kembali ekonomi, membuka mobilitas sosial, membenahi sistem politi dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi hidup mereka. The Coalition, � HYPERLINK "https://www.gov.uk/government/how-government-works" �https://www.gov.uk/government/how-government-works� (diakses 6 Januari 2013)


� Tujuan Partai Buruh: menanamkan nilai-nilai buruh dalam sistem pemerintahan, nilai-nilai tersebut meliputi keadilan sosial, masyarakat yang kuat, imbalan atas kerja keras, kesusilaan, dan pemberian hak sesuai tanggung jawab. � HYPERLINK "http://www.labour.org.uk/what_is_the_labour_party" �http://www.labour.org.uk/what_is_the_labour_party� (diakses 6 Januari 2013)


� Kelompok Tory atau biasa dikenal dengan Toryism adalah kelompok dari Partai Konservatif yang memiliki agenda untuk mengembalikan pemerintahan Inggris ke sistem aristokrasi. Tory memiliki hak istimewa dalam masyarakat dan berkomitmen melindungi institusi dan kebijakan yang sedang berlangsung termasuk kekuasaan kerajaan, kekuasaan agama dan imperialisme luar negeri. Argumen kelompok ini ialah kebutuhan akan negara yang kuat, pengutamaan hukum dan aturan serta kepemilikan privat dan program evolusioner dalam perubahan sosial. Hancock, Donald; Conradt, David; Peters, B. Guy (et.al). 2002. Politics in Europe: An Introduction to The Politics of the United Kingdom, France, Germany, Italy, Sweden, Russia and The European Union, Third Edition. Palgrave Macmilan, hlm.57-60


� Daftar ini dibuat oleh peneliti sendiri dengan data-data dari berbagai sumber.


� Jajak pendapat ComRes menemukan bahwa 66% pemilih ingin memotong anggaran dan 58% ingin Inggris menarik diri dari EU (pandangan yang diusulkan oleh setidaknya sepuluh anggota kabinet). Sementara Tory mempertimbangkan memindahkan suara dari Konservatif ke Partai Kemerdekaan Inggris.


� Kedekatan Inggris dan AS juga nampak baru-baru ini ketika Cameron diundang tampil dalam acara bincang malam di televisi AS berjudul Late Show with David Letterman. Reality show ini memiliki rating tinggi dengan jumlah penonton sekitar 3 juta per hari. Cameron dengan tegas menyatakan partisipasinya dalam acara tersebut untuk membina hubungan bisnis (bang the drum) yang lebih erat dengan AS dan mendorong agar warga AS datang ke Inggris. BBC News, David Cameron Stars on Late Show with David Letterman, 27 September 2012. � HYPERLINK "http://www.bbc.co.uk/news/uk-19739066" �http://www.bbc.co.uk/news/uk-19739066� (diakses 12 Desember 2012)


Menarik untuk menilik fenomena tingginya diaspora masyarakat Inggris dan Perancis yang datang ke AS untuk mencari perlindungan bagi komunitas agama Protestan, sebab di Irlandia dan Perancis terdapat opresi agama.


� Lender of last resort adalah fungsi bank sentral yang memiliki otoritas sebagai sumber kredit dalam memfasilitasi serta menjaga kestabilan sistem perbankan dan pembayaran nasional. Jika bank mengalami masalah likuiditas yang mengancam ekonomi nasional atau regional dan tidak dapat menyelesaikannya dengan sumber yang ada, maka bank sentral berkewajiban membantu dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. � HYPERLINK "http://www.businessdictionary.com/definition/lender-of-last-resort.html" �http://www.businessdictionary.com/definition/lender-of-last-resort.html� (diakses 28 September 2012).
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